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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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S A L I N A N

P U T U S A N

Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Stabat  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan

perkara Gugatan Perceraian antara; 

Harum  Puspita  Sari  binti  Misnan,  umur  25  tahun,  agama  Islam,  Pekerjaan

Asisten  Rumah  Tangga,  Pendidikan  Sekolah  Dasar,

tempat  kediaman  di  Dusun  VI,  Desa  Muka  Paya,

Kecamatan  Hinai,  Kabupaten  Langkat,  sebagai

Penggugat

Melawan

Prima Gus Mira bin Legiran, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh

Bangunan,  Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat  Atas,

tempat kediaman di Diski, Pasar IV, Gang Puskesmas,

Desa Sei  Semayang,  Kecamatan Sunggal,  Kabupaten

Deli Serdang, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juli 2020 telah

mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Stabat dengan Nomor 1103/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 21 Juli 2020,

dengan dalil-dalil  sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Juli 2012 di

Kecamatan  Hinai,  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :

363/21/VII/2012 tanggal 11 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama Kecamatan Hinai;
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2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama  di

rumah  orang  tua  Tergugat  di  alamat  Tergugat  tersebut  di  atas  selama

sekitar  1  tahun kemudian Penggugat  dengan Tergugat  berpindah-pindah

tempat tinggal dan yang terakhir kali sekitar tahun 2017 Penggugat dengan

Tergugat  pindah  ke  rumah  orang  tua  Penggugat  di  alamat  Penggugat

tersebut di atas;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan

sebagaimana layaknya suami  isteri  (bada dukhul)  dan telah dikaruniai  1

orang anak yang bernama Habib Gusnira, laki-laki, umur 7 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

dalam  keadaan  harmonis,  akan  tetapi  sejak  sekitar  tahun  2013  antara

Penggugat  dengan Tergugat  mulai  terjadi  perselisihan dan pertengkaran

dalam rumah tangga disebabkan Tergugat  suka memakai  obat  terlarang

jenis sabu dan Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang

isteri dan ibu rumah tangga;

5. Bahwa  Penggugat  telah  mengingatkan,  agar  Tergugat  jangan  suka

memakai  obat  terlarang dan agar  Tergugat  lebih menghargai  Penggugat

sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, namun Tergugat tidak terima

sehingga pertengkaran terus terjadi;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang

tidak kunjung berubah, akibatnya sejak tanggal 27 November 2019 antara

Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke

rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sedangkan

Penggugat  tetap  tinggal  di  rumah  orang  tua  Penggugat  di  alamat

Penggugat  tersebut  di  atas,  namun demikian  antara  Penggugat  dengan

Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

tersebut  pihak  keluarga  telah  berupaya  mendamaikan,  namun  tidak

berhasil;

     Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  mungkin  rukun  lagi  dan

Penggugat  memohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Stabat  Cq.  Majelis
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Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang

serta  memanggil  Penggugat  dan  Tergugat  selanjutnya  memeriksa  dan

mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

a. Mengabulkan gugatan Penggugat;

b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Prima Gus Mira bin

Legiran) terhadap Penggugat (Harum Puspita Sari binti Misnan);

c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan

dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

 Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;  

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

-     Fotokopi  Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 363/21/VII/2012 tanggal 11

Juli  2012,  yang  dikeluarkan  oleh  KUA Keamatan  Hinai,  kabupaten

Langkat,  Provinsi  Sumatera  Utara.  Bukti  surat  tersebut  telah  diberi

meterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata
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sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

 

B. Saksi :  

1. Ngatenik  binti  Sarmin,  umur  43  tahun,  Agama  Islam,  Pendidikan

Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun

VI, Desa Muka Paya, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, di bawah

sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

-   Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

sebagai ibu kandung Penggugat;

- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  istri  yang

menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Hnai, Kabupaten Langkat;

- Bahwa  selama  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama

terakhir di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

rukun  dan  harmonis  namun  sejak  tahun  2013 mulai  terjadi

perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa  yang  menjadi  penyebab  Penggugat  dan  Tergugat  sering

bertengkar  karena  Tergugat  gemar  menggunakan  obat  terlarang

dan tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;

- Bahwa  Saksi  pernah  beberapa  kali  mendengar  Penggugat  dan

Tergugat bertengkar di rumah saksi;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  sejak  bulan

November  2019,  Tergugat  telah  pergi  meninggalkan  Penggugat,

Tergugat  pulang  ke  rumah  orangtuanya  sampai  saat  ini  tidak

pernah bersatu lagi;

- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  didamaikan  pihak

keluarga, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa  Saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  mendamaikan

Penggugat dengan Tergugat;
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2. Reni Wulan Deri binti Misnan, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan

Sekolah Dasar, Pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Dusun VI, Desa

Muka  Paya,  Kecamatan  Hinai,  Kabupaten  Langkat,  di  bawah

sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai beikut:

-   Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

sebagai adik kandung Penggugat;

- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  istri  yang

menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Hnai, Kabupaten Langkat;

- Bahwa  selama  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama

terakhir di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

rukun  dan  harmonis  namun  sejak  tahun  2013 mulai  terjadi

perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa  yang  menjadi  penyebab  Penggugat  dan  Tergugat  sering

bertengkar  karena  Tergugat  gemar  menggunakan  obat  terlarang

dan tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;

- Bahwa  Saksi  pernah  beberapa  kali  mendengar  Penggugat  dan

Tergugat bertengkar di rumah orang tua saksi;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  sejak  bulan

November  2019,  Tergugat  telah  pergi  meninggalkan  Penggugat,

Tergugat  pulang  ke  rumah  orangtuanya  sampai  saat  ini  tidak

pernah bersatu lagi;

- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  didamaikan  pihak

keluarga, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa  Saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  mendamaikan

Penggugat dengan Tergugat

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada

pokoknya  menyatakan  tetap  dengan  gugatannya  dan  mohon  putusan  yang

seadil-adilnya;

        Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
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yang  termuat  dalam  Berita  Acara  Sidang  ini  merupakan  bagian  yang  tak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan   Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang,  bahwa perkara yang diajukan Penggugat  adalah perkara

sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara

ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal

49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama

terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah

dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009  perubahan  kedua  terhadap  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat

(1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita

acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan

patut;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  datang  menghadap  dan  telah

mengemukakan  haknya  dipersidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  hadir  ke

persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak

ada  mengajukan  eksepsi  meskipun  pemanggilan  terhadap  Tergugat  telah

dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi

Majelis  Hakim  untuk  memeriksa  dan  memutus  perkara  ini  tanpa  hadirnya

Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal

oleh  Majelis  Hakim  dengan  menasehati  Penggugat  agar  berdamai  dengan

Tergugat,  namun  tidak  berhasil.  Sedangkan  upaya  damai  melalui  proses

mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib

dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.  Dengan demikian berdasarkan

ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4)  Undang-Undang Nomor 7
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Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3

Tahun 2006  dan  Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143

ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  Majelis  Hakim  patut  dan  harus

menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini

adalah Penggugat mendalilkan dengan alasan  telah  terjadinya pertengkaran

yang  terus  menerus  dalam rumah tangga  Penggugat  dan  Tergugat,  Majelis

Hakim berpendapat Penggugat patut diperintahkan untuk membuktikan seluruh

dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah; 

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang telah terjadinya pertengkaran yang

terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan

Penggugat  dengan  mengajukan  bukti  surat  (P.1)  dan   (dua)   orang  saksi,

terhadap  bukti  tersebut Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  sebagai

berikut;

Menimbang,  bahwa bukti  P.1 (Fotokopi  Akta  Nikah)  yang  merupakan

akta otentik dan telah bermeterai  cukup dan cocok dengan aslinya, isi  bukti

tersebut  menjelaskan  mengenai  hubungan  pernikahan  Penggugat  dan

Tergugat,  sehingga bukti  tersebut telah memenuhi  syarat  formil  dan materiil,

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  saksi  1  Penggugat,  sudah  dewasa  dan  sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil

gugatan  Penggugat   adalah  fakta  yang  dilihat  dan  didengar  sendiri  serta

relevan  dengan  dalil  gugatan  Penggugat,  oleh  karena  itu  keterangan  saksi

tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308

R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai alat bukti;
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Menimbang,  bahwa  saksi  2  Penggugat,  sudah  dewasa  dan  sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil

gugatan  Penggugat   adalah  fakta  yang  dilihat  dan  didengar  sendiri  serta

relevan  dengan  dalil  gugatan  Penggugat,  oleh  karena  itu  keterangan  saksi

tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308

R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain,  oleh  karena  itu

keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309

R.Bg;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  saksi  1  dan  saksi  2,  terbukti  fakta

kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa antara  Penggugat  dan  Tergugat terus menerus  terjadi  perselisihan

dan pertengkaran disebabkan Tergugat menggunakan narkoba dan Tergugat

kurang menghargai Penggugat sebagai isteri:

2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih8 bulan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara  Penggugat  dan  Tergugat terus menerus  terjadi  perselisihan

dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 8 bulan;

3. Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  ada  harapan  hidup  rukun

kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;
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Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku

selalu  mendapat  perlakuan  yang  menyakitkan  dari  suaminya

sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan

suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39

ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf ( f) Peraturan

Pemerintah Nomor  9  Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I

 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Prima Gus Mira bin Legiran)

terhadap Penggugat (Harum Puspita Sari binti Misnan);

 4.  Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  semua  biaya  yang

timbul  dalam  perkara  ini  yang  hingga  saat  ini  dihitung  sejumlah

Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan pada hari  Senin tanggal 10 Agustus 2020  Masehi.  bertepatan

dengan tanggal 20 Zulhijjah 1441  Hijriyah. Oleh kami Dra. Siti  Masitah, S.H.

sebagai  Ketua Majelis,  dan Dra.  Emidayati  serta Drs.H.  Amar Syofyan, M.H

masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota, putusan  tersebut diucapkan  dalam

sidang  terbuka  untuk  umum pada  hari  itu  juga oleh  Ketua  Majelis  tersebut

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Zuairiah, S.H.

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 
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Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ttd ttd

Dra. Emidayati Dra. Siti Masitah, S.H.
Hakim Anggota,

ttd

Drs.H. Amar Syofyan, M.H
Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Zuairiah, S.H.

Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya Proses : Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan

PNBP Lainnya

:

:

Rp

Rp

305.000,00

20.000,00
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 421.000,00

UNTUK SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

                                Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS I A

PANITERA,

MOHAMAD DARDIRI, SH, MH
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